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Abstrak

Semenjak digulirkannya kebijakan otonomi daerah di era reformasi hal ini memperlihatkan bahwa daerah, dalam hal ini baik pemerintah kota, kabupaten, maupun provinsi memiliki peran dan andil penuh dalam mengelola pembangunan daerahnya masing-masing untuk kemajuan daerah dan masyarakatnya. Selain itu pula, hal ini juga memperlihatkan bahwa Pemerintah Daerah telah menjadi aktor penting dalam hubungan internasional dimana pada lini-lini tertentu secara legal memiliki hak untuk melakukan kerjasama internasional dengan pihak asing baik itu investor asing maupun pemerintah dari negara mitra kerjasama dengan tujuan untuk kemajuan daerah tersebut. Lebih dari itu, peran strategis Pemda (kota/kabupaten/provinsi) telah diakui dalam KTT Bumi (Earth Summit) di Rio de Jeneiro tahun 1992 melalui Deklarasi Rio dan Agenda 21-nya yang mana secara ekspisit menyatakan bahwa permasalahan global dan kaitannya antara pembangunan dengan lingkungan memerlukan tindakan yang berakar dari partisipasi agen-agen lokal (local agents) yang berarti bahwa kota-kota dalam hal ini menjadi pemain kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, khususnya pada sektor pariwisata,  ditengah arus globalisasi dan regionalisasi ini karena itu dituntut sebuah pemerintah daerah yang proaktif dan memiliki strategi dalam menjalin mitra dalam bentuk kerjasama internasional. Beranjak dari situasi ini maka Pengabdian Masyarakat kali ini berusaha untuk memberikan suatu penguatan peran dan strategi Dalam Kerjasama Internasional Untuk Pariwisata Berkelanjutan bagi praja IPDN di Praya Lombok Tengah. Mengapa kami memilih praja IPDN karena mereka ini nantinya yang akan meneruskan tongkat estafet pembangunan pemerintah daerah di NTB sehingga perlu bagi mereka untuk mendapatkan wawasan dan ilmu mengenai peran dan strategi apa yang diperlukan Pemerintah kota/kabupaten yang ada di NTB untuk dapat meningkatkan kerjasama internasional dan membangun pariwisata daerah yang berkelanjutan.
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Pendahuluan
Semenjak digulirkannya kebijakan otonomi daerah di era reformasi hal ini memperlihatkan bahwa daerah, dalam hal ini baik pemerintah kota, kabupaten, maupun provinsi memiliki peran dan andil penuh dalam mengelola pembangunan daerahnya masing-masing untuk kemajuan daerah dan masyarakatnya. Selain itu pula, hal ini juga memperlihatkan bahwa Pemerintah Daerah telah menjadi aktor penting dalam hubungan internasional dimana pada lini-lini tertentu secara legal memiliki hak untuk melakukan kerjasama internasional dengan pihak asing baik itu investor asing maupun pemerintah dari negara mitra kerjasama dengan tujuan untuk kemajuan daerah tersebut. Lebih dari itu, peran strategis Pemda (kota/kabupaten/provinsi) telah diakui dalam KTT Bumi (Earth Summit) di Rio de Jeneiro tahun 1992 melalui Deklarasi Rio dan Agenda 21-nya yang mana secara ekspisit menyatakan bahwa permasalahan global dan kaitannya antara pembangunan dengan lingkungan memerlukan tindakan yang berakar dari partisipasi agen-agen lokal (local agents) yang berarti bahwa kota-kota dalam hal ini menjadi pemain kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (Isnaeni, 2013).

Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau yang dikenal dengan istilah Sustainable Development Goals (SDGs) telah disepakati pada pertemuan United Nation Sustainable Development Summit pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat. SDGs merupakan seperangkat tujuan universal, target dan indikator dari agenda pembangunan yang disepakati di tingkat global. SDGs diharapkan dapat menanggulangi berbagai masalah global, termasuk menghapuskan kemiskinan dan kelaparan, memajukan kesehatan dan pendidikan, membangun kota-kota secara berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim serta melindungi lautan dan hutan. Lebih dari pada itu, kesuksesan pencapaian SDGs akan bergantung pada kemitraan global yang inklusif dengan keterlibatan aktif dari pemerintah baik pusat maupun daerah (kota/kabuptaten/provinsi) dengan masyarakat sipil, sektor swasta, lembaga filantropi, akademisi dan lembaga-lembaga PBB.

Untuk mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan ditengah arus globalisasi dan regionalisasi ini karena itu dituntut sebuah pemerintah daerah yang proaktif dan memiliki strategi dalam menjalin mitra dalam bentuk kerjasama internasional. Beranjak dari situasi ini maka Pengabdian Masyarakat kali ini berusaha untuk memberikan suatu penguatan peran dan strategi Dalam Kerjasama Internasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan bagi praja IPDN di Praya Lombok Tengah. Mengapa kami memilih praja IPDN karena mereka ini nantinya yang akan meneruskan tongkat estafet pembangunan pemerintah daerah baik di NTB maupun didaerahnya masing-masing sehingga perlu bagi mereka untuk mendapatkan wawasan dan ilmu mengenai peran dan strategi apa yang diperlukan Pemerintah kota/kabupaten untuk dapat meningkatkan kerjasama internasional khususnya guna mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dalam segala aspek.

Metode

Beranjak dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kegiatan workshop ini berupaya memberikan pemecahan masalah dalam bentuk pemberian materi/ceramah, focus group discussion (FGD), dan simulasi-simulasi. Materi berkisar terkait konsep-konsep dalam Hubungan Internasional antara lain konsep Sister City, Diplomasi Kebudayaan, Paradiplomasi, Diplomasi Publik, Global Value Chain, Sustainable Development Goals, dan lain-lain. Konsep-konsep ini dibicarakan dan didiskusikan dan selanjutnya peserta workshop diminta untuk membuat konsep rancangan pembangunan lokal dan pariwisata daerahnya masing-masing dalam kerangka kerjasama internasional dengan menggunakan konsep-konsep yang telah dijelaskan itu.

Hasil dan Output

Peran pemerintah daerah sebagai aktor internasional telah dimungkinkan dengan adanya transformasi dalam sistem tata kelola pemerintahan dari sentralistik ke desentralisasi dan otonomi daerah. Melalui otonomi daerah ini maka Pemda dapat bergerak cepat untuk membangun jejaring dan kerjasama internasional guna mendukung percepatan dan keberlanjutan pembangunan daerah (Pujayanti, 2016). Karena itu, aparatur sipil negara di daerah sangat perlu untuk dibekali dengan skill serta pengetahuan dan wawasan yang mampu menunjang efektifitas proses kerjasama internasional Pemda tersebut. 
Kegiatan Awal Pengabdian Masyarakat

Tahap awal pengabdian masyarakat ini adalah melakukan pembicaraan awal dengan pihak akademik di Kampus IPDN NTB.  Di fase awal ini kami diterima oleh Wakil Direktur Bidang Akademik Kampus IPDN NTB,  Bapak Dr. H. Musa Shofiandy, SH.,MM. Konsep dan tujuan acara/agenda yang kami rancang untuk menjalin kerjasama dan mengadakan agenda workshop bagi Praja IPDN NTB  diterima dan diapresiasi oleh beliau dan akan menyampaikan rencana agenda kami langsung ke Direktur IPDN NTB.  Selepas dari pertemuan awal ini kami melakukan pertemuan selanjutnya untuk membicarakan peserta, lokasi acara, pembiayaan, dan waktu acara. Dari pertemuan tersebut kami dan pihak IPDN sepakat untuk melaksanakan acara pada Jum’at 11 Oktober 2019, bertempat di Ruang Aula Kampus IPDN NTB, dengan rencana peserta awalnya 30 hingga 40 praja IPDN, tetapi jumlah tersebut berubah setelah diskusi antara Wakil Direktur Akademik IPDN dengan Direktur IPDN yang mana meminta agar semua praja IPDN yang berjumlah 393 orang diikutsertakan mengingat materi dan informasi yang akan disampaikan dari tim prodi Hubungan Internasional Universitas Mataram sangat penting dan relevan bagi praja-praja yang nantinya akan bekerja di Pemerintah Daerahnya masing-masing.
Dari hasil keputusan tersebut maka tim Pengabdian Masyarakat kami melakukan rapat internal di Prodi Hubungan Internasional Universitas Mataram. Dalam rapat ini kami membahas antara lain: rundown acara, yaitu mengenai sistematika jalannya acara agar dibuat menarik dan tidak membosankan bagi para peserta; materi semakin dipertajam dan difokuskan sehingga poin relevansinya dapat dipahami dan dimengerti oleh peserta dari praja IPDN ini. Selain itu pula persiapan personnel yang akan bekerja dari mempersiapkan tempat dan membeli kelengkapan lainnya seperti makanan dan snack bagi peserta, alat-alat tulis dan kelengkapan sound system akan melibatkan mahasiswa dan rekan-rekan tim pengabdian masyarakat. Setelah dari pihak tim prodi Hubungan Internasional siap dengan segala kelengkapan dan konsep acara kami lalu melakukan rapat terakhir dengan pihak akademik IPDN NTB sekaligus mengecek ruangan Aula yang akan dipergunakan pada saat acara nanti.
Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Kegiatan Pengabdian Masyarakat di kampus IPDN NTB ini telah dilaksanakan pada hari Jum’at 11 Oktober 2019 di Gedung Aula Kampus IPDN NTB. Acara ini berlangsung dengan baik dan sesuai dengan rencana dan konsep yang telah di diskusikan sebelumnya. Acara berlangsung dari pukul 08.00 sampai dengan 11.30. Peserta dengan antusias mengikuti acara ini dengan sesi tanya jawab dan diskusi yang sangat dinamis.
Materi yang disampaikan pada sesi seminar maupun FGD berkisar mengenai konsep-konsep dalam Hubungan Internasional antara lain seperti konsep Sister City, Diplomasi Kebudayaan, Paradiplomasi dan Diplomasi Publik. Konsep-konsep ini sangat relevan bagi Pemerintah Daerah dalam aktivismenya membangun jejaring dan kerjasama internasional guna mendukung proses pembangunan daerah terutama dalam aspek pariwisata daerah yang berkelanjutan. Pertimbangan diambilnya materi Diplomasi untuk disampaikan kepada praja IPDN juga karena melihat aspek diplomasi itu sendiri dimana Diplomasi saat ini tidak lagi hanya bertumpu pada negara atau pemerintah pusat sebaga aktor utamanya, melainkan kini juga pada aktor-aktor hubungan internasional selain negara (non-state actors) yang salah satunya adalah pemerintah daerah (kabupaten/kota/provinsi). Hal ini dikarenakan permasalahan dunia terjadi di tingkat daerah yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Maka dari itu, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut juga dibutuhkan keikutsertaan pemerintah daerah sebagai aktor hubungan internasional dengan cara terlibat dalam hubungan luar negeri dan kerjasama internasional.
Salah satu konsep penting yang disampaikan pada sesi seminar dan didiskusikan pada sesi FGD adalah  mengenai ‘Paradiplomasi’, yaitu mengacu pada perilaku dan kapasitas dalam melakukan hubungan luar negeri yang dilakukan oleh entitas ‘sub state’ dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik (Mukti, 2015; Fathun, 2016). Beberapa bentuk Paradiplomasi adalah gastro-diplomasi, diplomasi kebudayaan, diplomasi publik, dan diplomasi ekonomi. Selain itu juga dapat berbentuk sister-city, sister-province, twin-city atau mengundang investor (FDI) dengan menyiapkan potensi daerahnya yang dilakukan oleh aparatur sipil negara untuk bekerjasama dengan daerah di luar negeri. Beberapa pengalaman Paradiplomasi negara-negara maju juga disampaikan dalam kesempatan ini, antara lain: Flanders, Belgia, dimana daerah ini memiliki badan khusus yang melakukan kerjasama luar negeri dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota di negara lain, khususnys di Uni Eropa. Selain itu ada Gyeongsangbuk-Do di Korea Selatan, suatu kota yang membentuk asosiasi North East Regional Development Association yang melakukan koneksi dengan negara-negara di Asia Timur guna memajukan desa dalam bidang ekonomi, kewirausahaan, dan lain-lain. Sedangkan di Indonesia sendiri daerah-daerah yang memiliki jumlah kerjasama paling banyak dalam bentuk sister-province dan sister-city dalam bidang ekonomi, budaya, pendidikan, dan lain-lainnya, adalah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, Kabupaten Bantaeng, Makassar, juga membangun kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara dan membuat Kabupaten Bantaeng menjadi provinsi mandiri (yang tidak bergantung pada pemerintah pusat).
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Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat. Sumber: Dokumentasi Pribadi
[image: image2.jpg]




Gambar 2. Kegiatan Pengabdian Masyarakat. Sumber: Dokumentasi Pribadi
Dalam sesi diskusi dan tanya jawab banyak peserta yang mengajukan pertanyaan terkait materi yang disampaikan. Beberapa pertanyaan antara lain menanyakan mengenai kemungkinan daerah-daerah di Indonesia dapat mencontoh pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan beberapa daerah di luar negeri yang dijadikan contoh dalam sesi materi sebelumnya. Selain itu pula ada pertanyaan yang fokus pada bagaimana strategi daerah dalam membangun kerjasama internasional tanpa harus berhutang dengan negara lain mengingat Indonesia sendiri sudah terlilit banyak hutang luar negeri. Membahas pertanyaan-pertanyaan ini kami dari tim Prodi Hubungan Internasional lebih menekankan peserta untuk berpendapat dan menggunakan nalar kreativitas dan ide-idenya dalam memikirkan konsep dan strategi agar ketika mereka terjun sebagai aparatur sipil negara di daerah masing-masing dapat memberikan ide-ide cemerlang bagi pemerintah daerah.
Output Kegiatan

Setelah dilaksanakan sosialisasi seminar dan FGD di Kampus IPDN NTB yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2019, beberapa capaian atau hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut dapat diketahui diantaranya:
1. Peserta sosialisasi yang hadir menjadi paham dan mendapatkan wawasan baru mengenai peran dan fungsi ASN sebagai aktor dalam hubungan internasional, dimana dalam konteks pembangunan daerah yang berkelanjutan dituntut peran serta yang aktif dari Pemda dalam membangun kerjasama internasional.
2. Para peserta tersebut sangat antusias mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh tim dari Prodi Ilmu Hubungan internasional Universitas Mataram.

3. Para Pesera memperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai apa yang harus dipersiapkan, strategi, dan ide-ide, untuk dapat berkontribusi dalam membangun daerah dan negeri ini dengan konsep-konsep penting dalam Diplomasi.
4. Tidak hanya sebatas mengetahui tetapi peserta juga bertekad untuk dapat melakukan perubahan dan belajar dengan sungguh-sungguh sehingga setelah mereka lulus IPDN dan menjadi ASN di daerah masing-masing dapat memberikan inovasi dan perubahan dalam menata dan membangun daerah.
5. Pihak IPDN Kampus NTB sebagai panitia lokal  merespons secara positif Program Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh tim Prodi Hubungan Internasional Universitas Mataram dan mengharapakan kerjasama dan kolaborasi seperti kegiatan serupa bisa dilaksanakan kembali di tahun-tahun berikutnya.
Singkat kata, kegiatan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan dan wawasan terkait dengan peran strategis apa yang bisa dilakukan oleh praja-praja IPDN selepas mereka lulus dan terjun langsung di Pemda masing-masing . Peserta sosialisasi maupun pihak IPDN NTB telah merasakan manfaat langsung pelaksaanan program pengembangan pengabdian pada masyarakat dari Prodi Ilmu hubungan internasional Universitas Mataram.

KESIMPULAN

Dari kegiatan atau program pengabdian pada Masyarakat yang diselenggarakan oleh tim dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mataram dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu; (1) Para peserta sosialisasi yang hadir pada awalnya belum terlalu paham mengenai peran ASN dalam kerjasama internasional dalam konteks pembangunan daerah karena dari kurikulum yang ada di IPDN tidak membahas mengenai hal ini (2) Setelah mereka mengikuti kegiatan ini pengetahuan mereka pun bertambah, mereka sudah bisa memahami tentang perkembangan dan dinamika peran serta Pemda dalam hubungan internasional dalam konteks kerjasama internasional dan pembangunan daerah yang berkelanjutan (3) Kegiatan program pengabdian pada masyarakan yang diselenggarakan oleh tim Prodi Hubungan Internasional Universitas Mataram menjadi sarana terjalinnya hubungan yang erat antara Universitas Mataram dengan IPDN Kampus NTB 

REKOMENDASI
Berdasarkan hasil dari pengamatan terhadap pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat berupa Kegiatan Workshop dan Seminar Penguatan Peran dan Strategi Calon Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Internasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kampus IPDN  NTB disarankan: Pertama, program serupa lebih sering dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan praja-praja IPDN. Kedua, pelaksanaan kegiatan ini perlu dilakukan dalam bentuk kelompok yang lebih kecil sehingga materi lebih dapat tersampaikan secara efektif dan dapat pula dilakukan simulasi-simulasi yang menitikberatkan pada skill-skill yang aplikatif. Terakhir, diperlukan kegiatan-kegiatan yang dapat lebih mempererat kerjasama dan kolaborasi antara IPDN NTB dengan Prodi Hubungan Internasional khususnya karena melihat relevansi mata kuliah yang ada di Prodi Hubungan Internasional dan manfaat  yang bisa didapat oleh praja-praja IPDN dalam konteks dimana Pemda saat ini sudah menjadi aktor dalam hubungan internasional.
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